
SALINAN 
 

 

 

BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

  NOMOR   4   TAHUN   2015 
  

  TENTANG 

 

  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   
 

BUPATI PURBALINGGA, 

 

Menimbang    :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa 
Kepala Daerah menyampaikan  Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 



 

 

 

 

 

 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

     9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

     10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5324); 

    11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

    12.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



 

 

 

 

 

 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

         19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

    20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

     21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



 

 

 

 

 

 

     22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

     23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

     24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 
Nomor 10); 

     25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);    

     26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 18); 

     27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 

Tahun  2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor    08); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

dan 
  

BUPATI PURBALINGGA 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

 

Pasal  1 
 

(1)  Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tertuang dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 

2014 yang terdiri dari: 
   a. Laporan Realisasi Anggaran; 
   b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; dan 
b. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan 
keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Pasal 2 

  Pokok-Pokok Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut: 

  a. Pendapatan Rp1.345.621.795.678,00   

  b. Belanja Rp1.271.839.631.902,00   

      surplus/(defisit)   Rp73.782.163.776,00 

  c. Pembiayaan     

  - penerimaan Rp133.173.166.611,00   

  - pengeluaran Rp37.671.720.746,00   

      pembiayaan netto   Rp95.501.445.865,00 

   

Pasal 3 

 

  Uraian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sebagai berikut : 

  a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp27.794.556.678,00 

dengan rincian sebagai berikut:  

  1. Anggaran setelah perubahan Rp1.317.827.239.000,00 

  2. Realisasi  Rp1.345.621.795.678,00 

          selisih lebih/(kurang) Rp     27.794.556.678,00 

  b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar    Rp (141.032.776.098,00) 
dengan rincian sebagai berikut: 

   1. Anggaran setelah perubahan Rp1.412.872.408.000,00 

   2. Realisasi  Rp1.271.839.631.902,00 

     Selisih lebih/(kurang) 

 

Rp (141.032.776.098,00) 

 

  c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar 

Rp168.827.332.776,00 dengan rincian sebagai berikut: 

   1. anggaran setelah perubahan Rp(95.045.169.000,00) 

   2. realisasi  Rp    3.782.163.776,00 

     selisih lebih/(kurang) Rp168.827.332.776,00 

      

  d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 
Rp294.765.611,00 dengan rincian sebagai berikut: 

   1. anggaran setelah perubahan Rp132.878.401.000,00 

   2. realisasi Rp133.173.166.611,00 

     selisih lebih/(kurang) Rp       294.765.611,00 

      

  e. selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sebesar 

Rp(161.511.254,00) dengan rincian sebagai berikut: 

   1. anggaran setelah perubahan Rp37.833.232.000,00 

   2. realisasi Rp37.671.720.746,00 

     selisih lebih/(kurang)    Rp (161.511.254,00) 

  f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar 
Rp456.276.865,00 dengan rincian sebagai berikut: 

   1. anggaran setelah perubahan Rp95.045.169.000,00 

   2. realisasi Rp95.501.445.865,00 

     selisih lebih/(kurang) Rp     456.276.865,00 



 

 

 

 

 

 

  Pasal 4 
 

  Pokok-Pokok Neraca per 31 Desember 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (1)  huruf b sebagai berikut: 

  a. jumlah aset Rp2.232.557.472.324,00 

  b. jumlah kewajiban    Rp    17.204.843.196,00 

  c. jumlah ekuitas dana Rp2.215.352.629.128,00 

   

Pasal 5 
 

  Pokok-Pokok Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan            
31 Desember 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai 

berikut: 

  a. saldo kas awal per 1 Januari 2014 Rp140.834.042.371,00 

  b. arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp153.494.966.317,00 

  c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non 

keuangan 

        Rp107.782.681.303,00) 

  d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp(37.376.956.011,00) 

  e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp    3.299.007.989,00 

  f. saldo kas akhir per 31 Desember 2014 Rp156.925.539.432,00 

   

Pasal 6 
 

  Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
   

Pasal 7 
 

  Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 

  a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

  b. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasai Anggaran menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
 

  c. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
 

  d. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, dan Kegiatan; 
 

  e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 
 

  f. Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan; 
 

  g. Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah; 
 

  h. Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
 

  i. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah;                                 
 



 

 

 

 

 

 

  j. Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset  
Lainnya; 
 

  k. Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan 
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali pada 
Anggaran Berikutnya; 
 

  l. Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;  
 

  m. Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 
 

  n. Lampiran II : Neraca; 
 

  o. Lampiran III : Laporan Arus Kas; dan 
 

  p. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan. 

   

Pasal 8 

   

Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 ayat (2), yaitu ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

   

Pasal 9 
 

Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Pasal  10 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga 

 

 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 27 Juli 2015 
  

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 
ttd 

 

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO 

 

Diundangkan  di  Purbalingga 
pada tanggal 29 Juli 2015 
 
SEKRETARIS  DAERAH,  
   
           ttd 
                 
IMAM  SUBIJAKTO 
  
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH  KABUPATEN PURBALINGGA,  PROVINSI JAWA 

TENGAH : ( 3/2015 ) 

 


